SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG

PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

baohwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
keuangan, khususnya pemungutan/pemotongan pajak
kepada penyedia barang dan/atau  jasa yang
melaksanakan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Kediri
dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tanggal 01 Februari 2012
Nomor 900/472/418.73/2012 perihal Nomor Pokok Waijib
Pajak (NPWP) serta Berita Acara tanggal 03 Februari 2012
Nomor 900/512/418.73/2012 tentang Rapat Pembahasan
Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) Penyedia Barang
don/q’rou Jasa, perlu mengatur Persyaratan Pencairan
Dana Kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di
Pemerintah Kabupaten Kediri;

bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Persyaratan Pencairan Dana Kegiatan

'Pengadaan  Barang dan/atau  Jasa di Pemerintah

Kabupaten Kediri;



Mengingat

2
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali divbah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Perftambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PENCAIRAN DANA

KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Is

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Bupati adalah Bupati Kediri.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah  daerah  selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor
Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Kediri
yaitu KPP Pratama Pare.

Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor
yang diberikan kepada wajib pajok sebagai sarana dalam  administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas waijib

pajak dalam melaksanakan hak dan kewdajiban perpajakan.
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai  dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa.

Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Badan usaha atau orang perorangan
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pengusaha
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang dikenai Pajak yang dikenai pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah Bukti pembayaran
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat
pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan  fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan  sebagian kewenangan pengguna anggaran  dalam
melaksanakan sebagaian fugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu progam sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
PENCAIRAN DANA

Pasal 2
Persyaratan pencairan dana terhadap kegiatan pengadaan barang
dan/atau jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai berikut :
a. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandanagani waijib

pajak dan wajib pungut;
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Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara Pengguna Anggaran/ Kuasa

Pengguna Anggaran dengan pihak ketfiga serta mencamtumkan

rekening bank pihak ketiga;

. Berita acara penyelesaian pekerjaan;

Berita acara serah terima barang dan jasa;

Berita acara pembayaran;

. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan

PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran;

. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank

atau lembaga keuangan non bank;

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar
negeri;

Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani  oleh  pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran
daftar barang yang diperiksa;

Surat  angkutan atau konosemen apabila pengadaan  barang
dilaksanakan diluar wilayah kerja;

Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari

PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

. Foto/buku/dokumentasi fingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;

Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/

surat pemberitahuan Jamsostek);

. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya

menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi kemajuan
pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultasn sesuai
pentahapan waktu pekerjoan dan bukti penyewaan/pembelian alat
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan dalam surat
penawaran; dan

NPWP.

NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah NPWP yang

diterbitkan oleh KPP Pratama Pare.
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(3)  Apabila penyedia barang dan/atau jasa telah memiliki NPWP domisili/pusat

yang diterbitkan oleh KPP lain, wajib memiliki NPWP Cabang yang diterbitkan
oleh KPP Pratama Pare, kecuali yang diperbolehkan Undang-Undang

Perpajakan.

BAB Il
PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tanggal 01 Februari 2012 Nomor 900/472/418.73/2012
perihal Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) dan Berita Acara tanggal 03 Februari 2012
Nomor 900/512/418.73/2012 tentang Rapat Pembahasan Nomor Pokok Waijib Pajak
(NPWP) Penyedia Barang dan/atau Jasa serta mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan  di Kediri
pada tanggal 7-2 -2012
BUPATI KEDIRI,
TTD.

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di  Kediri

pada tanggal 7 -2 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD.
Salinan sesuai dengan aslinya
SUPOYO a.n. SEKRETARIS DAERAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.
TAHUN 2012 NOMOR 6 KEPALA BAGIAN HUKUM




